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STRAT EGI PENERAPAN KELEMBAGAAN 
PERGURUAN TINGGI M.ANDIRI 

MELALUlBHP 

TIUR AS! SIBURIAN 
Abstrak 

Su:ategi penernpan kelembagun perguruan tinggi mandiri melalui 
BHP merupakan cara dan upaya untuk merubah bentuk dan tat:a 
kelola perguruan tinggi saat ini menuju Badan Hukum Pendidikan, 
schingga pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan secant 
efektif dan efisicn betdasarkan ptinsip otonomi, akunt:abilitas, 
jaminan mutu, layanao prima, akses yang berkeadilan, partisipasi, 
keragaman, kebed.,njut:an, dan enluasi yang transparan. Dengan 
sratus scbagai Badan Hukum Pcndidikan yang otonom, maka 
tecjadi alih pcran pctguruan tinggi dati semula sebagai pelaksana 
mcnjadi pcneotu kebijakan dan regulator, baik dalam bidang 
akademik dan kcmahasiswaao, organisasi dan keuangan, pcnelitian, 
scrta pclaynnan kepada masyarakat yang akan memaksimalkan 
kincrja semua pihak pelanggan guna mencapai rujuan sccara efcktif 

dan cfisicn. 

Kata kunci: Strategi, t:ata kelola, efektif dan efisien. 

PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi diharapkan mampu bcrpetan sebagai 

pcndorong pcrtumbuhan daya saing bangsa melalui kcwajiban dan 

mnggung jawabnya dalam menghasilkan sumber daya manusia 

)•ang bert:tkwa, cerda~, krearif, profesional, dan produkt.if; 

mcnghasilkan temuan dan inonsi baru melalui penelitian

pcncliuannya; ;crta mengkapiralisasi ilmu pengetahuan, teknologi 
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dan seni untuk mcningkatkan kemandirian dan kesejahteraan 

bangsa melalui pcngabcliannya kepada masyarakat. 

Agar pcrguman tinggi bisa mengembangkan peraonya 

dalam menghasilkao lulusan yang bermuru, unggul, dan produktif; 

menghasilkan almu pcngetabuan dan tekoologi yang bermanfaat 

baga masyarakat, pembangunan daerah dan nasional; sena menjacli 

pemersatu bangsa, maka pcrguntlln tinggi hams mandiri (otonom), 

sehat, dan bcanuru (Direkto<at Jeodcral Penclidikao Tinggi, 2009: 

5-6).0rg:amsasi yang sehat memungkinkan pcrgu= tinggi 

menjalanbn kegiatannya scsuai visi dan misi yang ditetapbonya, 

scrta mcmenuhi keburuhan pihak-pihak yang bcrkepentingan 

(stakeholders), yang berciri: 

a. bcrkembangnya kebebasan akademik; 

b. tcrcipmnya suasana akadcmik yang mendoroog proses 

pcnclitian , inovasi, kreativitas dan pemunculan ide-ide bagi 

sctbp individu; 

c. bcrkcmbangnya sistem nilai, norma, rata tercib dan operasi 

standar lain nya yang memuogkinkan sescorang atau 

kelompok untuk produkcif sccara maksirnal; 

d. bcrlakunya prinsip meritokrasi dengan baik sehingga seciap 

intlividu akan tcrmocivasi unruk bekerja keras dan meraih 

kcunggubn; 

e. bcrkcmbangnp kemampuan memasarkan dan menjual 

produk imelckntal serta produk penelitian; 

Tiur Asi Siburian, M.Pd. adalah Dosen FBS UNIMED 59 
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f. b"rkembangnya kemampuan untuk menjalin kerjasama 

yang bcrkelanjutan dcngan berbagai pihak yang rcle,ran di 

dalam maupun di luar perguruan ringgi; dan 

g. terlaksananya ak:untabilims keuangan dan pemanfaatan 

sumber daya (Direk-tOrat Jenderal Pendidikan Tmggi, 2004: 

47). 

Sehubungan dengan itu, telah rerjadi perubahan paradigma 

pengelolaan pcndidikan ringgi. yaitu yang semula menggunakan 

pendekatan scntralistik dalam Kerangka Pengcmbangan 

Pendidik.~n Tinggi Jangka Panjang (KPPT JP) 1996-2005 bergeser 

mcnjadi pendekaran desenrralistik yang digunakan dalam Higher 

Educ!ltion Long Term Srraregy (HELTS) 2003-2010. 

Scsu:U dengan paradigma baru pengelolaao pendidikan 

tinggi , masing-masiog perguruan cinggi dengan spesifikasi yang 

bcdainan (visi, m.isi, budaya organisasi, model kepernimpinan, dan 

sumbcr claya) clapat mcncntukan sendiri ringkat clan cara 

pcncapaian HELTS terscbut. 

O tonom.i dalam pengclolaan pendidikan formal dapat 

di,vujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan fonnal 

berbcntuk Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan 

pelayanan yang adil dan bermutu kcpada peserta didik , berprinsip 

nirlaba, dan dapat mcngelola dana seoua mandiri untuk 

memajukan pendidikan nasional Oleh karena itu, pada tanggal 16 

Januari 2009 disahkan UURI Nomor 9 Tahun 2009 renrang Badan 

Hukum Pcndldikan (BHP) yang mengharuskao semua perguruan 

tinggi mengubah beotuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebag:U 

60 Tiur Asi Siburian, M.Pd. adalah Dosen FBS UNIMED 



GENERASI KAMPUS. Volume 3, Nomor / , Apri/2010 

badan hukum pcndidikan yang akao meningkatkao daya saing 

bangsa. 

Namun berkcnaan dcngan daya saing baogsa, pada saat ini 

sebagian besar perguruan tinggi Indonesia masih mengalami 

berbagai permasalahan imemal seperti efisiensi dan cfektivi!as yang 

rendah, dan permasaL1han ekstemal seperti knati~as dan rclevansi 

yang belum sesuai dengan keburuhan pasar kerja Qenderal 

Pend1dikan Tinggi, 2004 ; 12). Di sisi lain, nilai nominal subsidi 

pemerinrah dalam biaya operasional pendidikan masih tergolong 

rendah,baru mencapai 30% dari biaya ideal minimal bagi PTN, 

sedangk.1n PTS mendapatkan subsidi yang lebih rendah. Selain itu, 

pedu diingat bahwa sumber daya manusia perguruan tinggi ncgcri 

adalah pcgawai negeri sipil dengan etos kerja yang masih pcrlu 

ditingkatkan. 

Kondisi tcrscbut di atas dapat menghambat pertumbuhan 

dan peningkacnn kemandirian yang sangat dibutuhkan dalam 

pcrba il<an dan pcngcmbangan kinerja pcrguruan tinggi, schingga 

unrul< mcngatasinya dipcrlukan Strategi Peoerapan Kelcmbagaan 

Perguruan Tinggi Mandiri Melalui BHP. 

PEMBAHASAN 

Untuk mcningklltkan efekti,·iras dan efisicnsi pengdolaan 

pendidikan tinggi, diperlukan srrategi penerapan kelembagaan 

perguruan nnggt mandiri melalui Badan Hukurn Pendidikan. Pada 

hakJkatnya, srratcgi penel"3pan kelembagaan perguruan tinggi 

mandui mclalui BHP merupakao cara dan upaya unruk mcrubah 
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benruk dan tat.~ kelola perguruan cinggi saat ini meouju Badan 

Hukum Pcndidikan. Stratcgi mcrupakan ilmu dan seoi untuk 

memanfaatkan faktor-faktor lingkungan ekstcrnal secara terpadu 

deogan faktor-faktor lingkungan internal untuk mencapai rujuan 

lembaga (Pnningk:u Siburian, 2009; 5).. Sttategi adalah suaru 

rcncana komprchensif bagaimana perusahaao melaksaoakan 

rrusmya dan mcncapai CUJuannya (R. Eko Indrajit dan R. 

Djokopranoto, 2006: 72). Sehubungan dengan iru, dikemukakao 

bahwa pencnruan suatu suategi yang berhasil sel:tlu memiliki 

pertanyaan bcrikut: 

(1) Di mana kita berada sekarang? 

(2) Di mana kita ingin berada di masa dataog? 

(3) Bagaimana kita mengukur kemajuan? 

(4) Bagaunana kita mcncapai sasaran dan rujuan? 

(5) Bagain»na kira menelusuri kemajuan?(Vinccnt Gaspersz, 

2004: 12). 

Bcrkaitan dengan pert.~nyaan di atas, dapat diketahui 

bahwa dcngan disahkannya UURT Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Badan Hukum Pcndidikan, mak:1 pcrguruao tinggi diharuskan 

mengubah bcnruk dan mcnyesuaikan tara kelolanya sebagai badan 

hukum pendidikan, sehingga dapat bertindak lebih mandiri dan 

otonom. Sesuai dcngan Uncbng-Undang tersebut dapat 

digambarkan konsep penyelenggaraan pergttntan tinggi seperti di 

Gambar I. 
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Konscp Pcnyelcnggaraan Perguruan T inggi 

PTN PTS 

Tahun 20n Sekarang Tahun 2015 

-\ Yayasan 
(Badan Hukurn) 

~ PTS ~ 
Gam bar 1. Penyelcnggaraao Pergun•an Tinggi 

K.turant,nn: JYfN : Ptrgun~an Tinggi Ntteri 
PTS : Perg11n~an Tinggi S wasta 
BHP : Badon Huk.Mm Ptndidikan 

Salah satu strategi uoruk mendoroog perguruan tinggi 

mcmpcroleh otonomi adalah melalui pemberian status sebagai 

suatu badan hukum berbentuk Badan 1-!ukum Pcndidikan (BHP). 

Badan 1-lukum Pcndidikan benujuan unruk meningkarkan efisiensi 

dan cfckliviws penyelenggaraan program pendidikan, sehingga 

mampu rncningkarkan kualiras, kredibilitas dan profcsionalismc 

pcndidikan. (Khaerudin, 2009 : 3). Ruang lingkup otonomi 

perguruan tinggi adalah: 

a. Hak mahasiswa unruk belajar dan bak dosen untuk 

mcngajar sesuai dcngan rninatnya rnasing-masing; 

Tiur Asi Siburian, M.Pd adalah Dosen FBS UNIMED 
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b. Hak untuk menetapkan prioritasnya sendiri dan mclakukan 

penelician ilmiah ke manapun arah rujuannya dcngan 

mempertimbangkan kepentingan masyarakar; 

c. Tolcransi pada perbedaan pendapat dan bebas dari campur 

tang.an policik; 

d. Scbag:U institusi publik melalui pendidikan dan peneliri2n, 

pc:rguruan cinggi berkewajiban mengembangkan kebebasan 

das:u dan keadilan, kemanusiaan dan solidaritas, serta 

berkewajiban saling mambanru, baik secara mareri maupun 

moral dalam konteks nasional dan imernasional; 

e. Berkewajiban menrebarluaskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni; 

f. Menghindari hegcmoni intelektual; dan 

g. Memiliki hak dan tanggung jawab untuk memanfaackan 

sumber daya yang dimilikinya secara mandiri untuk 

mendukung kegiatannya (R. Eko lndrajit dan R. 

Djokopmnoto, 2006: 8-9). 

Ihdan l lukum Penclidikan sebagai subyck hukum memiliki 

kem:mdiJ:ian dalam mcnjalankan hak maupun kewajibannya sendiJ:i 

mclalui organ organnya. 

Agar mc1niliki kcmandiJ:ian, badan hukum harus memenuhi 

persyar:uan scbagai bcrikut: 

a. Badan hukum memilik:i kekayaan yang terpisah dari 

kekayaan para pcndiri dan para anggota; 

b. Badan hukum memiliki tujuan dan kepencingan sendiri 

yang tidak harus selalu sama dengan tujuan dan 
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kepcncingan pribadi daci seseorang atau beberapa orang 

pcndiri atau anggota organ badan hukum; dan 

c. Badan hukum memiliki organisasi yang tcrarur dengao 

pembagian rugas dan wewenang yang jelas di antara para 

anggota organ-organnya (Direktorat Jenderal Peodidikan 

Tinggi, 2004: 40). 

Kondisi sistcm perguruan tinggi yang diharapkao deogan 

adanya starus badan hokum pcndidikan di linglnmgan perguruan 

cinggi oegcri adalah: 

a. O tonomi dan akuntabilitas yang lebih langsung kepada 

para pengguna; 

b. Meningkatkan efekrivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pcndidikan; 

c. Tumbuhnya kemampuan unruk menggalang dana melalui 

pcmanfaamn asct fisik dan intelekrual, pemupuka~l dana 

abadi dan; 

d. Adanyn pcng.nuran ten tang kapailitan BH P di dahLm 

anggaran dasar, yang mengacu kepada peraturan 

pcrundang-undangan yang bcrlaku, dengan tctap 

memperharikan kelanjutan pcndidikan mahasiswa. 

Sebnjutnya, kondisi stStcm perguman ringgi yang 

diharapkan dengan adanya stams badan bukum pendidikan di 

lingkungan pcrgunoan ringgi swasta adalab: 

a. Adanya kesepakatan mengcnai pemisahan dan penyenaan 

asct sena pengaruran tentang mekanisme pcnggalangan 

dan pcnggunaan dana di dalam anggaran dasar; 
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b. Adanya pcngaturan dalam anggaran dasar tentang 

kcterwakilan dan jumlah suara badan penyclenggara dalam 

Majelis Wali Amana(, sehingga fungsi pengawasan badan 

penyelenggara tetap terjaga melalui pengambilan kepurusan 

dan rcgulasi di bidaog keuaogan, sarana dan prasarana 

tanpa mengurangi otonomi perguruan tinggi swasta yang 

be1'Sangku12n; dan 

c. Adanya pengaruran tentang kepaili12n BHP di dalam 

anggarnn dasar, yang mengacu kepada peraturan 

pcrundang-undangan yang berla!.:u, dengan tetap 

mcmpcrhacikan kelanjutan pendidikan mahasiswa. 

Dengan status sebagai Badan Hul..-um Pendidikan yang 

01onom, maka terjadi alih peran perguruan cinggi dari semula 

scbagai pclaksana menjadi penentu kebijakan dan regulator, baik 

dalam bidang akadcmik dan kemahasiswaan, organisasi dan 

kcuangan, penelician, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan 

dcm.ikian, hubungan antara pemerintah atau badan penyelenggara 

dengan perguruao tinggi yang semula bel"Sifat h.irarkhis, berubah kc 

arah hubungan yang bersifat kooperacif-koordinacif. 

Alih pcran perguruan cinggi memburuhkan sikap mental 

pcngelob yang bcrscndikan nilai-nila.i kebenaran, ketcrbukaan, dan 

kcadibn. 

Adapun hal-hal yang dapat mendoroog keberbasilan alih pecan 

ccrscbut, antara L'lin: 

a. Keserasi:m antara strukrur orgarusast perguruan tinggi 

dengan tara nilai dan k-ulrur organisasi serernpar, serta 
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memperhatikon secara berimbang para pengguna guna 

mcwujudkan model pengclolaan organisasi yang kooperacif 

(shared governance); 

b. Pemilihan dan pengangkaran pengelola pergnruan tinggi 

udak semata mata didasarkao pada jumlah suara mayoriras, 

mcl~inkan juga didasarkan pada merirokrasi; 

c. Keser:asian anrara prestasi kerja dengan remuncrasi sebagai 

tenag.a pendidik arau kependidikan eli perguruan tinggi; dan 

d. Pengembangan jiwa kewir:ausahaan dalam pengelolaan 

pcrguruan tinggi dalam kerangka diversifikasi sumber dana 

pendidik.~n. 

Selain iru, untuk dapat mengeroban orononu perguruan 

tinggi deng.~n baik, maka pemberdayaan inscirusi harus dilakukan 

sea~ra mandw, dengan mcmpcrcimbangkan hal-hal berikut: 

a. Kcpcnting.~n masyarnkat dan bangsa; 

b. Dabm bidang akademik, perguruan unggt perlu 

mcmbcrdayakan kcmampuannya untuk menyelenggarakan 

program-program studi yang relevan dan diperkaya dcngan 

kcunikan serra kckhasan lok.'\1 yang bcrsaing; 

c. Pcnctapan kapasitas dan sistem penerimaan mahasiswa untuk 

program studi agar dirancang dengan mengantisipasi 

kcbcrlanJutarl penyelcnggaraan program studi tanpa 

mengorbankan kualiras dan kcseraraan akses; 

d. ~lengembangkan kemirraan dengan pemerintah daerah 

sctcmpat, indusui berkompetisi dalam meroaofaatkan dana 

nsct pemerinmh, malaksanakan program rontinuint. td11cation 
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bcrsertifikat, dan berbagaj up2ya lain termasuk meml»ngun 

t~rhno-, stimce- and mltural park, dan inkubasi bisnis; 

e. Sebagai lembaga nidaba, seW.p sisa hasil usaha harus 

digunakan kcmbali un tuk kcgiamn pcndidikan, penclitian, dan 

pclayanan kcpada masyarakat, dan ridak digunakan untuk 

invcstasi eli bidang yang ridak relevan dengan peogcmbaogan 

pcrguruan tinggi; dan 

f. Pcngembangan dan pembinaan personal perguruan tinggi 

yang menjadi ranggung jawab instirusi berbasis pada efisiensi 

dan profcsionalismc (Direktorar J cndcral Peodidikan Tinggi, 

2004: 43). 

Dapat dikcmukakan, bahwa asas pcnyelenggarnan kegi.atan 

akadcmik di lingkungan perguruan tinggi mcrupakan prinsip utam., 

yang meojadi pegaogao daL'\Ol pcrencanaao, pelaksanaan, 

pemaotauan dan evaluasi kcgiatan akademik, yang meliputi: 

a. Asas manfaat, yaitu bahwa kchidupan akadcmik 

diselenggarakan untuk membcrikan manfaat yang scbcsar

besarnya bagi bangsa dan ncgara, perguruao tinggi, dan 

segcnap sivitas akadernika; 

b. Asas mutu, yattu bahwa kcbijakan akademik )'•ng 

diselcnggarakan senanriasa mcngedepankan mutu i11p111, proses, 

Olllplll, dan 0111 rome; 

c. Asas kesctaraan, yaitu bahwa kehidupan akadcmik 

disclcnggarakan aras dasar pcrsamaan hak uotuk mcnjamin 

tcrciptanya Imgkungan akadcmik yang cgalitcr; 
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d. t\sas kcbersamnan, yaJtu bahwa kebijakan akademik 

disclenggarakan secara terpadu, terarah, tersuukrur, dan 

sistematik bagi kepentiogan perguruan tinggi secara 

komprchensif untuk efcktivitas dan efisiensi; 

e. t\sas akuntabilitas, yairu bahwa semua penyelenggaraan 

kebijakan akademik harus dapat dipertangguogjawabkan secara 

ilmiah dan terbuka dan senaooasa berdasarkan pada 

perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinarois; 

f. Asas uansparanst, yaitu bahwa kebijakan akademik 

diselenggarakao secara terbuka, didasarkao pada tatanan dan 

aruran yang jelas yang senaotiasa berorienrasi pada rasa sating 

pcrcaya; 

g. t\sas kemasyarakatao, yaitu bahwa pcnyelenggaraan kehijakao 

akodcmik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin 

I'Crakomod:tsinya segcnap kepentingan masyarakat sccara luas 

tmpa harus mengorbankan idealisme ilminh; 

h. i\sas kcmandirian, yaitu bahwa penyclenggaraan kebijakan 

akademik scnantiasa didasarkan pada kemampuan perguruan 

tinggi dcngan mengandalkan segenap poteosi dan sumbcr daya 

yang ada uotuk mcngoptimalkao kemampuan perguruan tinggi 

yang terus berkembang secara sistematik dan tersuukrur; dan 

t. , \sas hukum, yaitu bahwa scmua pihak pog rerlibat langsung 

maupun tidak bngsuog dalam peoycleoggaraan kegiamn 

akadcmik harus taat pada bulmm yang berlaku (riur Asi 

Sibunan, 2009: 8). 
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Sccara kcsclumhan, pengelolaan pendiclikan formal olch 

badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip: 

a. 

b. 

Otonomi, yairu kewcnangan dan kemampuan unruk 

mcojalank.~n kcgiatan se= mandiri baik dalam bidang 

akadcmik maupun non-akadcmik; 

Akuorabihtas, yairu kemampuan dan kornitmcn unruk 

mempenanggung,awabk<ao semua kegiatan yang dijalankJan 

badan hukum pendidikJan kepada pemangku kcpcntingan 

scsuai dengan ketenruan pcrntw:an perundang-undangan; 

c. Transparansi, yairu kcterbukaan dan kemampuan menyajikan 

informasi yang relevan secara tepat wakru seswu dengan 

ketentuan pcraruxan pemndang-undangan dan staodar 

pclaporan yang berlaku kepada pemangku kepenringan; 

d. Pcnjaminan mutu, yairu kegiat.~n sistemik dalam memberikan 

layanan pendidikan formal yang memenuhi arau melampaui 

Srandar Nasional Pcnclidikan , scrta dalam mcningkatkan muru 

pelnyanan pcndidikan sccara bcrkclanjutan; 

c. Layanan pruna, ymm orientasi dan komitrnen untuk 

mcmbcribn byanan pendidikan formal yang rerbaik demi 

kcpuasan pcmangku kepemingan , temrama peserta diclik; 

f. Akscs yang berkcadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan 

fa<mal kepada calon peserra didik dan pesena didik , tanpa 

memandang hnar belabng agama, ras, ernis, gender, status 

sosi.~l. dan kemampuan ckonominya; 
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g. Keberagaman, yaitu kcpekaan dan sikap akomodatif terhadap 

berbagai perbedoan pernangku kepentingan yang bersumber 

dari kckhasan agama, cas, etnis, dan budaya; 

h. Keberlanjutan, yairu kemampuan unruk memberikan layanan 

pendid1kan formal kcpada pescna didik secara terus-menerus, 

dengan menernpkan pola manajemen yang mampu menjamin 

keberlanjumn layanan; dan 

1. Partisipasi aras tanggung jawab ncgara, yattu keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam pcnyelenggaraan pendidikan 

fotmal untuk mencerdaskan kchidupan bangsa yang 

merupakan tanggung jawab negara (Pcrpustakaan Nasional Rl, 

2009: 6-S). 

Dalam srategi pencrapan kelembagaan perguruan 

mandici melalui badan hukum pendidikan ada beberapa 

utama yang menjadi fokus kegiatan, yaitu : 

tinggi 

aspek 

1. Aset Pcrguruan Tinggi, yang mana sebagai badan hukmu 

yang o tonom,perguruan tinggi merniliki, mcngembangkan dan 

memanfaatkan asetnya untuk mewujudkao visi dan misi, scna 

dapat mcmcnuhi keburuhan Jlakehokkrs.Oleh kareoa itu, 

dibun1hkan beberapa tindakan dalam pengclolaan asct, yaitu 

pemetaan kebutuhan aset, pcrencanaan dan pengcndalian 

pcmanfaatan serta pcngembangan aset, pembuatan atttran 

penggunaan dan pemanfaatan aset, dan pemeliharaan aset agar 

nila1 manfaarnya berkelanjutan 

2. T ata Ketola, yaicu pengelolaan perguruan tinggi yang efektif 

dan e£isien unruk mewujudkan visi dan misi, serta dapat 
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mcmcnuhi kcbutuhan slaluboldm. Unruk iru, perguman tinggi 

diharnpkan mcngcmbangkan shared and participatory approach 

dengan ciri :kejelasan mnggungjawab dan kewenangan, rasa 

memillki yang tinggi, dan penggalangan partisipasi aktif dari 

scluruh unsur pcrguman tinggi ; 

3. Program Akade mik, yaitu program akademik yang 

difokuskan pada keberhasilan rnahasiswa dalam mengikuti 

proses pcmbclajaran. Dengan demikian, mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksaoaan sampai dengan 

peogendalian program akademik hams dilandasi oleh 

kepentingan pembelajarao mahasiswa ; 

4. Sumbcr D aya 

4. 1. Sumbcr D aya Manusia, yaitu peroenuhan sumber daya 

manusia yang didasarkan pada pe.memao sumber daya manusia 

yang diburuhkan untuk dikembang!<ao kemampuan dan 

keterampilan d:1sarnya dalam menggunakan metode 

perkulhhan yang rcpat, menggunakan in ternet sebagai sumber 

informasi ilmu pcngetahuan, teknologi dan seni, dan 

melakukan pcnelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, 

tcknologi dan seni ; 

4.2. T ransformasi Kepegawaian, yaitu pembahan status 

pegawai pcrguruan tinggi sebagai badao hukum pcndidikan 

hendaknya dilakukan sccara siitematis dan benahap agar tidak 

mcmmbulkan gejolak. Transformasi tersebut hams didasarkan 

pada analisis kebutuhan dan kinerja untuk mencapai efektifitas 

dan efisicns1 ; 
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4.3. Pcndanaan, yairu dana untuk mendukung kegiatan 

opcrasional pcrguruan tinggi sccara sehat dalam rangka 

mewu1udkan visi dan misi nya yang dapat dipcroleh dati 

berbagai sumber, anl'lWl lain pemerintah, masyarakat, dan 

sektar produkrif. Umuk meningkatkan level dan jaminan 

pcndanaan, perguruan onggt harus mampu melakukan 

diVer.ufikasi sumber dana, sehingga dapat terlepas dari 

kererganrungan pad:a dana yang diperoleh dari mabasiswa 

scmata. Sewn iru,unruk mcningkatkan efisiensi dan 

akunrab1litasnya, pcrguruan tinggi harus mengcmbangkan 

sistem infernal audit, schingga pengelolaan dana menjadi 

ua•lsparan dan akuntJlbei; 

5. Pcnjaminan Mutu, yaitu proses peoetapan dan pcmenuhan 

srandar mutu peogelolaan secara konsisten dan berkclanjutan, 

schingga konsumcn, produsen dan pibak lain yang 

bcrkcpcntingan mcmperolch kepllasan (Di.rcktorat Jende•-al 

Pcndidikan Tinggi, 2003 : 13). 

Dengan otonomi, eksistcnsi pcrguruan tinggi tidak scmata-mata 

bcrgantung pada penyelenggara, tetapi tenltama justru pada 

penilaian stakebolders tentang mutu pendidikan unggt yang 

diselcnggarakannya. 

\gar cksrensrnya terjamin, perguruan tinggi harus 

mcnjalankan s1stem penjaminan muru pendidikan tinggi. Slkap 

rc>ponsif rcrhadap kebutuhan stakebold= yang sclama ini kurang 

mcndapar perhati.~n. diharapkan melandasi semua percncanaan dan 

pelaksanaan program perguruan tinggi. Pcnjaminan muru harus 
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didasarkan pada usaha memcnuhi kepuasan pdanggan, sehingga 

perlu ditct:tpbn bcrsama suatu sistcm sertifikasi kompetensi antaca 

perguruan t.inggi, dunia usaha, asosiasi profesi, dan pernc.rintah. 

PENUTUP 

Pada hakikarnya, su:negt pencrapan kelembagaan 

perguruan tinggi mandiri melalui BHP merupakan cara dan upaya 

uotuk mcrubah bcntuk dan tata kelola perguruan tinggi saat ini 

menuju Badan Hukum Pendidikan, sehiogga pengelolaan saruan 

pendidikan tinggi dilaksanakan secara efe.l..-tif dan efisieo 

berdasarbn prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, layanan 

pnm .. ~, akscs yang berkeadilan, partisipasi, keragaman, 

keberlanjutan, dan cvaluasi yang t.ransparan. Umuk itu, pcmerintah 

hants mcnyiapkan biaya pendidikan yang lebih besar sesuai dcngan 

kctcnt.uan )'•ng digariskan dabm BHP serta perlu dilakukan 

sosialisasi Undnng-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2009 tcntang Badan J lukum Pendidikan di kalangan pcrguruan 

tinggi dan pelanggannya, schingga perguruan tinggi ncgcri dan 

perguruan tinggi swasta dapat bcrbenah serta menyiapkan diri 

dalam menj!\tbah 'bcmuk dan menyesuaikan rata kelolanya sebagai 

Badan Hukum Pcndidikan. 
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